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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh mengetahui Kualitas 

pelayanan,Insentif perpajakan, Biaya kepatuhan terhadap Kepatuhan wajib pajak 

UMKM di kota Palembang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

kualitas pelayanan, insentif perpajakan, biaya kepatuhan, sedangkan variabel 

dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini 

adalah Wajib pajak yang terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang dan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Slovin, sehingga didapat jumlah sampelnya 

sebanyak 98 responden. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi 

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan 

Insentif perpajakan, Biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM. Semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak maka 

semakin banyak juga wajib pajak yang memanfaatkan insentif  pada Wajib Pajak 

Ilir timur maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Di samping 

itu, biaya kepatuhan pajak berpengaruh Positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM. Semakin besar biaya kepatuhan pajak maka kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM akan meningkat. 

 

Kata Kunci :  kualitas pelayanan, insentif perpajakan , biaya kepatuhan pajak 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

 

1.1 Latar belakang 

 

  Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara di Indonesia 

dengan hal yang perlu dimaksimalkan oleh pemerintah, penerimaan pajak 

mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas dengan seiring meningkatnya 

pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya. Peranan 

pemerintah daerah sebagai koordinator dalam menjalankan suatu 

pemerintahan dan melaksanakan pembangunan serta perekonomian 

membutuhkan dana yang tidak sedikit.  

  Besarnya penerimaan pajak di suatu negara akan ditentukan oleh tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak di negara tersebut. Apabila Semakin besar tingkat 

kepatuhan pajak disuatu negara, maka semakin besar kemampuan negara 

dalam memperoleh pendapatan dari pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah 

faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin 

tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin 

meningkat, demikian pula sebaliknya (pajak.go.id).  

  Kepatuhan Pajak dapat dinilai dari baik atau buruknya pelayanan di 

kantor pajak. Kepatuhan pajak juga menjadi sebuah indikator penilaian 

wajib pajak orang pribadi dalam kesediannya untuk membayar pajak  
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khususnya untuk penerapan self assessment system yaitu Wajib pajak yang 

dipercaya untuk menghitung sendiri, membayar dan melaporkan perpajakan 

ke Direktorat Jendral Pajak (Djp) yang bertujuan untuk meningkatkan 

kepatuhan pembayaran pajak. Direktorat Jendral Pajak mempunyai peranan 

penting untuk dapat melakukan pelayanan dan penyuluhan pengetahuan 

tentang perpajakan, sehingga masyarakat dapat mengetahui pentingnya 

dalam membayar pajak. Pelayanan yang cepat, dan mudah dimengerti serta 

kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang merupakan 

suatu keinginan yang di dambakan setiap wajib pajak. Tingkat kepatuhan 

dapat dilihat dari jumlah orang yang melaporkan SPT menjadi wajib pajak 

yang patuh akan pajak. Berikut ini merupakan data jumlah Wajib pajak 

UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. 

Tabel 1.1 

Jumlah UMKM Tahun 2016-2020 di Kantor Pelayanan Pratama 

Ilir Timur Palembang 

Tahun Wajib Pajak 

Terdaftar 

Wajib Pajak 

Melapor SPT 

Wajib Pajak 

yang tidak 

Melapor SPT 

Tingkat 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

2016 6.205 5.413 792 87,24% 

2017 6.390 5.517 873 86,34% 

2018 6.980 5.810 1.170 83,24 % 

2019 7.166 6.311 855 88,07% 

2020 5.042 4.329 713 85,86% 
Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2020 

 

Dari data diatas dapat dilihat  bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM mengalami penurunan dari tahun 2016-2018 dengan melihat 

perbandingan jumlah wajib pajak melapor SPT dengan wajib pajak yang 
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terdaftar. Hal ini dapat di lihat dari presentase tingkat kepatuhan pada tahun 

2016 sebesar 87,24% dan mengalami penurunan ditahun 2017 sebesar 0,9% 

menjadi 86,34%. Kemudian ditahun 2018 presentase kepatuhan mengalami 

penurunan Kembali sebesar 3,1% menjadi 83,24%. Namun, pada tahun 

2019 tingkat kepatuhan mengalami peningkatan sebesar 4,83% menjadi 

88,07% dan pada tahun 2020 terjadi penurunan Kembali sebesar 2,21% 

menjadi 85,86%. Hal ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah yang akan 

berdampak pada jumlah penerimaan pajak. (Gardina dan Haryanto,2006) 

menyatakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya rendahnya 

kepatuhan pajak adalah para petugas yang berada di kantor pajak sering kali 

kurang memberikan pelayanan secara maksimal (Supadmi dan Susmita, 

2016). Kualitas pelayanan bagi wajib pajak ialah hal yang penting oleh 

sebabnya dengan adanya pelayanan yang dilakukan secara baik yang 

diberikan oleh petugas pajak kepada Wajib pajak diharapkan dapat mampu 

memberi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak 

   Terjadinya penurunan penerimaan pajak dalam tingkat kepatuhan 

dalam membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya 

penerimaan pajak di Indonesia (Suyono,2016). Oleh karena itu pemerintah 

terus menerus berupaya menekankan wajib pajak agar melakukan semua 

kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya. 

Penerimaan pajak merupakan suatu penerimaan dalam negeri yang handal 
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dan aman, dikarenakan bersifat fleksibel terhadap pendapatan negara dan 

menjadi salah satu dari berbagai instrumen bagi pemerintah untuk mengatur 

perekonomian negara, dengan adanya suatu pengaruh dan campur tangan 

yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penerimaan pajak antara 

lain dengan cara mengeluarkan paket kebijakan baru mengenai pajak. 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru bertujuan utama adalah 

untuk membantu meningkatkan konstribusi penerimaan pajak. 

Dalam suatu kejadian Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini 

mengakibatkan tatanan kehidupan baru di masyarakat Indonesia. Semua 

aktivitas mulai melakukan secara Online (daring) guna untuk menjaga jarak 

dalam berkumpulnya manusia. Di sisi lain juga, yang penginap virus Covid-

19 juga semakin meningkat sedangkan kekuatan ekonomi mengalami 

penurunan. Berbagai kebijakan untuk dapat menyelesaikan pandemi sudah 

di lakukan pemerintah, namun berimbas pada penerimaan negara dari sektor 

pajak. Oleh sebab itu pemerintah bertindak untuk memutuskan dalam 

menyelamatkan negara dengan memberlakukan tatanan kehidupan baru (Era 

New Normal). Namun di sisi lain new normal menjadikan manusia 

ketergantungan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. 

  Pada 1 September 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian 

Keuangan kini telah mulai menerapkan antrian online bagi para wajib pajak 

yang ingin mendapatkan pelayanan tatap muka secara langsung di semua 

kantor pajak wilayah DJP dan kantor pelayanan pajak. Direktur Penyuluhan, 
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Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, nomor antrian bisa didapatkan 

dengan membuka dan mengakses laman 

di (https://kunjung.pajak.go.id).Wajib pajak cukup mengisi beberapa data 

antara lain identitas, kantor tujuan, serta tanggal dan waktu kunjungan. Saat 

mengisi data di laman DJP tersebut, Wajib pajak dapat menentukan jadwal 

kedatangan dan layanan yang dikehendaki, yang terdiri dari layanan loket 

tempat pelayanan terpadu, layanan konsultasi perpajakan, layanan 

konsultasi aplikasi, layanan janji temu, dan layanan lainnya. Termasuk 

dalam hal layanan pendaftaran insentif pajak yang telah disediakan 

pemerintah dalam rangka membantu ekonomi masyarakat di masa pandemi 

Covid-19 Adapun layanan tatap muka secara langsung yang dilaksanakan 

secara terbatas sesuai dengan kapasitas kantor pajak dengan tetap 

memperhatikan protokol Kesehatan. ( https://.kompas.com). 

Upaya ini dilakukan karna berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

yang merupakan biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan pajak ialah sejumlah 

biaya yang harus di keluarkan oleh wajib pajak saat melakukan transaksi 

pembayaran perpajakan, akan tetapi hal ini akan menyebabkan wajib pajak 

tidak patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak, apabila semakin besar 

sejumlah. (Susmita dan Supadmi, 2016). Biaya kepatuhan terdiri dari 3 

bagian yaitu direct money, time cost, psychological cost. Direct cost yaitu 

biaya cash money (uang tunai) yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam 

rangka pemenuhan kewajiban pajak, time cost yaitu waktu yang terpakai 

oleh wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban pajak, dan 

psychological cost meliputi adanya ketidakpuasan, serta keresahan yang 

https://kunjung.pajak.go.id)/
https://.kompas.com/
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dialami wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem dan otoritas pajak 

(Fuadi dan Mangoting, 2013).  

Berdasarkan situs (depkop.go.id)berikut data perkembangan UMKM di 

Indonesia berdasarkan jumlah unit dan jumlah PDB dari tahun 2017 sampai 

2018: 

Tabel 1.2 

Data jumlah unit Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan 

jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia 

 

 
S

umber

: 

depko

p.go.i

d  Diakses 10 agustus 2020. 

 

Dengan data diatas diketahui jumlah unit UMKM di tahun 2017 sebesar 

62.922.617 unit adanya peningkatan di tahun 2018 sebesar 64.194.057 unit 

ini menandakan bahwa UMKM memiliki peran cukup besar dalam 

membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan diprediksi angka tersebut 

akan terus meningkat setiap tahun seiring dengan pertumbuhan keinginan 

masyarakat Indonesia untuk berwirausaha. (Harimurti, dkk. 2016). Namun 

pada awal tahun 2020 Indonesia di hadapi dengan kasus wabah Covid-19 

yang membuat perubahan aktivitas masyarakat luar ruangan cenderung 

berkurang dan membuat pendapatan para pelaku UMKM jadi merosot 

dikarenakan adanya penurunan pada angka penjualan. Pelaku UMKM 

mengeluhkan berbagai hal akibat dampak virus corona berupa keadaan 

seperti distribusi terhambat, permodalan, kesulitan bahan baku, penurunan 

Tahun Total Jumlah Unit (Kecil, 

Mikro, dan Menengah) 

Total Jumlah PDB atas 

Dasar Harga Berlaku 

2017 Rp.62.922.617 Rp.7.820.282,6 

2018 Rp.64.194.057 Rp.8.573.895,3 

http://www.depkop.go.id/data-umkm
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penjualan, produksi menurun dan PHK buruh. Hal ini yang membuat para 

pelaku UMKM kian resah karena semakin lama omzet yang dihasilkan 

semakin menurun. (https://.kompas.com). 

  Semakin menurunnya pendapatannya UMKM sehingga mengancam 

perekonomian Indonesia, maka pemerintah melakukan upaya untuk 

mengatasi hal ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Nomor 

44/PMK.03/2020. Dalam PMK ini diatur insentif Pph final UMKM 

ditanggung Pemerintah (DTP)  selama 6 bulan yakni pada bulan April 

sampai September 2020.  Di tengah pandemi yang sedang melanda, para 

pelaku UMKM dapat sedikit bernafas lega karna pemerintah memberikan 

keringan pajak untuk dapat membantu perekomonian UMKM. Berikut 

merupakan kebijakan Nomor 44/PMK.03/2020 sebagimana di atur oleh 

pemerintah.  

Tabel 1.3 

Bentuk Kebijakan Pemerintah Dalam PMK Nomor 44 Tahun 

2020 Tentang Insentif Pajak  Akibat Covid-19 

No Bentuk Insentif 

Masa pajak April s.d Desember 2020 

Total 

Insentif 

1 Pph pasal 21 Ditanggung pemerintah 25.66 T 

2 Pph Final UMKM Ditangggung Pemerintah 2,4 T 

3 Pembebasan PPh Pasal 22 Impor 14,75 T 

4 Pengurangan Angsuran PPh pasal 25 sebesar 

30% 

14,4 T 

5 Restitusi PPN dipercepat 5,8 T 

   Sumber: Pajak.go.id,diolah 2020. 

Dari data di atas dapat diketahui dari berbagai bentuk Insentif yang 

diberikan oleh pemerintah salah satu diantaranya adalah Pph Final UMKM 

Ditangggung Pemerintah yang diberikan total insentif sebesar Rp. 2,4 
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Triliun. Terkait kebijakan insentif pajak bagi pelaku UMKM, Menteri 

Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK-

44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak 

Pandemi Corona Virus Disease 2019. Hal yang harus dipastikan terlebih 

dahulu oleh Wajib pajak yang ingin memanfaatkan kebijakan ini adalah 

yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenakan Pajak Penghasilan 

(PPh) final berdasarkan PP nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh 

Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.  

  Tarif 0,5% yang diatur oleh PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan 

atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak 

yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diperuntukkan bagi UMKM 

dengan peredaran bruto selama setahun tidak lebih dari Rp.4,8 miliar. 

Subjeknya adalah orang pribadi, badan usaha berbentuk PT, CV, Firma, dan 

koperasi. Dengan ketentuan tersebut PPh final 0,5% untuk pelaku UMKM 

ditanggung pemerintah (DTP) atau dalam artian bebas pajak. Wajib pajak 

UMKM yang memanfaatkan insentif pajak walaupun ditanggung 

pemerintah masih harus tetap melapor penghasilan bruto setiap bulannya. 

Insentif ini diberikan pada masa pajak April 2020 hingga September 2020. 

Pengajuan permohonan insentif dapat dilakukan secara online melalui 

www.pajak.go.id.  (https://www.kemenkeu.go.id/). 

https://www.kemenkeu.go.id/
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Insentif pajak merupakan suatu bentuk upaya yang di lakukan 

pemerintah dalam memberikan sebuah fasilitas kepada wajib pajak (Tiearya, 

2012). Pemerintah menurunkan tarif tersebut dengan tujuan untuk 

menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan 

membantu bisnis UMKM terus berkembang, menjaga aliran keuangannya 

(cash flow) sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. 

   Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Rexy Anugrah  Pratama (2013)  

yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi 

Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Umkm”. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa kualitas pelayanan 

petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak 

UMKM, Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak 

UMKM, biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM.Penelitian yang lain yaitu oleh I Gusti  Ayu Mirah Sri 

Wijayani (2019) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi 

Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada 

Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Denpasar Timur “. Menemukan bahwa kualitas pelayanan dan 

biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif, sedangkan sanksi perpajakan 

berpengaruh negatif, dan penerapan E-Filing tidak berpengaruh pada 

kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. 
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  Berdasarkan uraian di atas dan adanya perbedaan hasil penelitian, 

maka dapat dilihat betapa pentingnya penerapan PMK No. 44 Tahun 2020 

untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara 

khususnya pajak final, oleh sebab itu membuat peneliti termotivasi untuk 

meneliti dalam penelitian yang berjudul,  “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Petugas Pajak, Insentif Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak,  Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Palembang (Studi Empiris di KPP 

Pratama Ilir Timur Palembang)”. 

1.2 Rumusan masalah  

   Berdasarkan latar belakang penilitian yang telah dipaparkan, inti 

permasalahan yang ingin penulis angkat dalam penilitian ini adalah: 

1. Apakah Kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara parsial terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur? 

2. Apakah Insentif pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur? 

3. Apakah Biaya kepatuhan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur? 

4. Apakah kualitas pelayanan pajak, Insentif perpajakan, Biaya kepatuhan  

berpengaruh secara Simultan  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di 

KPP Pratama Ilir Timur? 
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1.3 Ruang Lingkup Penelitian  

  Dalam penelitian ini penulisan membatasi ruang lingkup dengan 

masalah yang akan diteliti agar tidak menyimpang dari permasalahan yang 

ada yaitu kualitas pelayanan petugas pajak, insentif perpajakan, dan biaya 

kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM. Dalam penelitian 

ini dilakukan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini di 

fokuskan pada kapatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di 

kantor pelayanan pajak Ilir Timur Palembang. 

1.4 Tujuan penilitian  

1. Untuk mengetahui apakah Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur? 

2. Untuk mengetahui apakah Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur? 

3. Untuk mengetahui apakah Biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Timur? 

4. Untuk mengetahui apakah Kualitas pelayanan pajak, Insentif perpajakan, 

Biaya kepatuhan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di KPP Pratama Ilir Timur? 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1    Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran serta 

memperluas wawasan penulis mengenai insentif pajak terhadap kepatuhan 
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wajib pajak, dan memberikan tambahan pengetahuan dan referensi 

penelitian mengenai kualitas Pajak di masa yang akan datang.  Dan juga 

dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin lebih 

menambah wacana pengetahuan khususnya dibidang Pajak. 

1.5.2   Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi serta masukan bagi Kantor 

Pelayanan Pajak dan pelaku UMKM agar dapat memaksimalkan kontribusi 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

1.5 Sistematika Penulisan  

 

Sistematika penulis bertujuan untuk mempermudah mengikuti 

permasalahan dalam tiap bab dan untuk memberikan gambaran yang jelas, 

maka penulis menguraikan mengenai sistematika penelitian dari proposal 

secara singkat yaitu: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab pertama ini, penulis menguraikan mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan 

penelitian, serta manfaat penelitian mengenai pengaruh kualitas 

pelayanan petugas pajak, insentif perpajakan, dan biaya 

kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM. 

selain itu, sistem penelitian di setiap bab. 
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BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis membahas teori yang digunakan dalam 

penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, 

insentif perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap 

kepatuhan Wajib pajak UMKM dan penelitian sebelumnya serta 

kerangka pemikiran. 

BAB III    METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran mengenai 

jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variable, metode analisis data, dan pengujian 

hipotesis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan proses penyeleksian 

sampel, pengujian hipotesis, deskripsi laporan hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan dengan menguraikan, 

membahas dan mendeskripsikan hasil penelitian, serta 

pembahasan dari hasil pengujian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan mengenai simpulan 

dari laporan hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian, 

analisis dan pembahasan serta menguraikan saran dari peneliti 
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untuk pihak yang berkepentingan maupun penelitian 

selanjutnya sehubungan dengan penelitian ini. 
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